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ABSTRAK 
EMIK NURMAYRAHAY (B111 11 308), Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh 
Anak (Studi Kasus Putusan No. 01/Pid.Sus.Anak/2014/Pn.Mrs), 
dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar sebagai pembimbing I dan        
Nur Azisa sebagai pembimbing II. 
 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui penerapan 
hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang 
dilakukan oleh anak, (2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana  pencurian 
dengan kekerasan dalam putusan No. 01/Pid.Sus.Anak/2014/Pn.Mrs) 
 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Maros dengan 
metode penelitian lapangan (field researchdengan cara wawancara 
dengan hakim Pengadilan Negeri Maros, dan penelitian kepustakaan 
(library research) penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data 
sekunder yang berhubungan dengan penelitian penulis  pada 
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.  
 
Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) penerapan 
hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang 
dilakukan oleh anak diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1e, 4e KUHP Jo 
Pasal 367 ayat (2) KUHPidana. Selain itu juga bahwa terdakwa dalam 
keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dianggap mampu 
mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya. (2) 
pertimbangan hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana 
pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam studi kasus 
putusan No.01/Pid.Sus.Anak/2014/Pn.Mrs), yakni dengan melihat 
terpenuhinya semua unsur-unsur dalam pasal-pasal dakwaan penuntut 
umum, serta telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan 
memberatkan terdakwa.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 
1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3). Hal ini mengandung arti 
bahwa didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hukum 
merupakan “Panglima” dan urat nadi pada segala aspek kehidupan 
bernegara maupun bermasyarakat.  
Hukum tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat segala 
sesuatu tingkah laku individu diatur oleh hukum, baik hukum yang 
berlaku di suatu daerah atau hukum adat maupun hukum yang 
berlaku di seluruh Indonesia. Hal ini berarti hukum tidak terlepas dari 
pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada dalam 
masyaraat. 
Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia 
yang satu dengan manusia yang lainnya dan hubungan antara 
manusia dengan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan 
tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai 
kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan 
didalam masyarakat. Tapi pada kenyataannya masih banyak 
masyarakat yang berusaha melanggar hukum. 
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Hukum merupakan suatu pranata sosial yang berfungsi sebagai 
alat untuk mengatur masyarakat, dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia diartikan sebagai “peraturan atau adat yang secara resmi 
yang dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh pengusaha atau oleh 
pemerintah” 
Seiring perkembangan teknologi serta zaman yang semakin 
maju dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat maka tanpa 
disadari mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Kriminalitas 
atau kejahatan dalam berbagai bentuk dan pola, baik secara kuantitas 
maupun kualitas yang memberikan dampak negativ terhadap 
pelaksanaan pembangunan. 
Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur 
maka masalah kriminalitas perlu mendapat perhatian yang serius dari 
semua pihak. Maka dibutuhkan kerjasama yang baik antara 
pemerintah dan masyarakat sehingga kriminalitas yang tidak dapat 
dihilangkan tersebut dapat dikurangi intensitasnya semaksimal 
mungkin. 
Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang 
sering terjadi, banyaknya pemberitaan diberbagai media massa baik 
itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian 
biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, 
misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang 
tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan 
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hidup sehari-hari serta di pengaruhi oleh tingkat pendidikan yang 
rendah. 
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) 
kejahatan pencurian dibedakan dengan berbagai kualifikasi 
diantaranya sebagaimana diatur dalam pasal 365 KUHPidana yaitu 
pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan 
merupakan kejahatan terhadap harta benda. Kekerasaan yang 
dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk 
menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap ada 
kesempatan bagi si pelaku untuk melarikan diri supaya barang yang 
dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku. 
Anak seringkali mencari jalan pintas untuk mendapatkan suatu 
barang dengan cara mencuri maupun dengan mencuri kemudian 
mendapatkan uang dari hasil penjualannya. Tindak pidana pencurian 
pun semakin marak dilakukan oleh anak bahkan tidak jarang disertai 
dengan kekerasan untuk memudahkan aksinya. 
Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus 
tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku, tetapi tentu 
saja ada perbedaan perlakukan antara orang dewasa dan anak dalam 
hal sedang berhadapan dengan hukum. Hal ini dimaksud sebagai 
upaya perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari generasi 
muda. Perlindungan diajukan terhadap berbagai macam perbuatan 
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yang membahayakan keseimbangan, kesejahteraan, keamanan dan 
ketertiban sosial. 
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk 
mengkaji dan meneliti serta membahas masalah anak terkait dengan 
putusan Pengadilan Negeri Maros No. 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mrs 
tentang pidana pencurian dengan kekerasan dalam sebuah karya 
ilmiah (Skripsi) berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka 
penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dipecahkan yakni 
sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana 
pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam 
Putusan No. 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mrs? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 
terhadap Anak pelaku tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan dalam Putusan No. 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mrs.? 
C. Tujuan Kegunaan Penelitian  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana 
pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam 
Studi Kasus Putusan No. 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mrs 
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2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
sanksi terhadap Anak pelaku tindak pidana  pencurian dengan 
kekerasan dalam Putusan No. 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mrs. 
D. Manfaat Penulisan 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 
1. Secara Akademis / teoritis 
Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangsih 
pemikiran dalam membangun penegakan hukum di Indonesia 
terutama masalah yang menyangkut tindak pidana pencurian 
dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di kabupaten 
Maros. 
2. Secara Praktis 
Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan 
bahan pertimbangan bagi kalangan praktisi hukum demi 
menciptakan penegakan hukum yang lebih baik terkait dengan 
kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak 
pidana. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana  
1. Pengertian Tindak Pidana 
Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHPidana) dikenal dengan istilah 
Strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering 
mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-
undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan 
istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana 
Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung 
suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang 
dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada 
peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian 
yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam 
lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah 
diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas 
untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari 
dalam kehidupan masyarakat. 
Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak 
pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan 
istilah (Amil Ilyas 2012 18): 
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a. STRAFBAAR FEIT adalah peristiwa pidana. 
b. STRAFBARE HANDLING diterjemahkan dengan 
Perbuatan Pidana yang digunakan oleh para sarjana 
Hukum Pidana Jerman; dan 
c. CRIMINAL ACT diterjemahkan dengan istialh Perbuatan 
Kriminal. 
Seperti yang diungkapkan oleh ahli hukum pidana yaitu 
Moeljatno (1993:11) yang berpendapat bahwa pengertian tindak 
pidana yang menurut istiah beliau yakni perbuatan pidana adalah. 
“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan 
mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana 
tertentu, bagi barang siapa  melanggar larangan tersebut” 
 
Jadi menurut pendapat tersebut di atas pengertian dari 
tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana 
atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang 
tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan 
yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi 
pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan 
sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada 
orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian 
tersebut. 
Sementara Jonkers  (Amir Ilyas 2012 : 20) merumuskan bahwa, 
Strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai 
“suatu perbuatan yang melawan hukum (wederrechttelijk) yang 
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berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan 
oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. 
Pompe (P.A.F. Lamintang 2011 : 271 ) juga mengartikan 
strafbaarfeit sebagai berikut 
“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) 
yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah 
dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman 
terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib 
hukum. 
 
Adapun simons (P.A.F. Lamintang 2011 : 271 ) merumuskan 
Strafbaarfeitadalah : 
“suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan 
sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas 
tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan 
sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. 
 
Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, 
perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu 
adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing strafbaarfeit 
namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari 
istilah strafbaarfeit dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan 
pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli 
hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, 
ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan 
pokok perbedaan pandangan, selain kejahatan yang menunjukan 
pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi 
masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana (Diktat 
Kuliah Asas-asas Hukum Pidana, 1993 : 30).  
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Tidak pidana merupakan suatu dasar pokok dalam menjatuhi 
pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas 
dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah 
dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya 
suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, 
yaitu berdasarkan asas legalitas (principle of legality) asas yang 
menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan 
diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu 
dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam 
bahasa latin sebagai Nullum delictum nulla poena sine pravia lege 
(tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). 
Asas legalitas ini mengandung tiga pengertian yaitu (Adami 
Chazawi, 2005 : 172) 
1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 
pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan 
dalam suatu aturan undang-undang. 
2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh 
digunakan analogi. 
3) Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-
unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah 
disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu 
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seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh 
undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat didalam 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat 
kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat 
kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subyjektif 
dan unsur-unsur objektif. 
Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada 
diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan 
termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di 
dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur 
yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam 
keadan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus 
di lakukan (P.A.F. Lamintang 2012 :193) 
Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah : 
a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa); 
b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau 
pogging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 
KUHPidana.  
c. Macam-macam maksud atau oogmenk seperti yang 
terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan 
pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-
lain. 
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d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedache raad 
seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan 
menurut pasal 340 KUHPidana. 
e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain 
terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 
308 KUHPidana (P.A.F. Lamintang 2012 :193) 
Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah : 
a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid  
b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai 
seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan 
menurut pasal 415 KUHPidana atau keadaan sebagai 
pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di 
dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHPidana; 
c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana 
sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai 
akibat (P.A.F. Lamintang 2012 :194).  
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
Dalam membahas tindak pidana kita pasti menemukan 
beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan 
bermasyarakat baik itu sengaja maupun tidka sengaja. Tindak 
pidana itu sendiri dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu 
sebagai berikut (Amir Ilyas 2012 :28 ) 
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a. Menurut Sistem KUHPidana, dibedakan antara kejahatan 
yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran dimuat dalam 
Buku III. 
Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran 
adalah jenis pelanggaran lebih rindan dari pada 
kejahatan.Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada 
pelanggaran tidaka ada yang diancam dengan pidana 
penjara, tetapi pidana kurungan dan denda, sedangkan 
kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara. 
Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan 
pelanggaran yakni kejahatan itu merupakan delik-delik yang 
melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan 
bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya 
membahayakan in abstracto saja. Secara kuantitatif pembuat 
Undang-undang membedakan delik kejahatan dan 
pelanggaran itu sebagai berikut : 
1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan 
yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang 
Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang 
digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, 
maka di pandang tidak perlu dituntut. 
2) Percobaan dan membantu melakuka delik pelanggaran 
tidak dipidana. 
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3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di 
bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan 
pelanggaran . 
b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindk 
pidana formil dan tindak pidana materil. 
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang 
dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti 
bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan 
suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil 
tidak memerlukan dan atau tidak memerlukan timbulnya 
suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syara 
penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada 
perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk 
selesainya pencurian tergantung pada selesinya perbuatan 
mengambil.  
Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti 
larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. 
Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang 
dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat 
yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan 
dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, 
tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang 
dilakukan, tetapi sepenuhnya di gantungkan pada syarat 
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timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud 
membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, 
tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu 
belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa 
korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan. 
c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak 
pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak sengaja 
(culpa). 
Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam 
rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau 
mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana 
tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya 
mengandung culpa. 
d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara 
tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana 
komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak 
pidana omisi. 
Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang 
perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah 
perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya 
gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. 
Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana 
pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni.Tindak 
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pidana yang apsif murni adalah tindak pidana yang 
dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada 
dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa 
perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang di 
tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa 
tindak pidana positif, tetapi dapat dapat dilakukan dengan 
cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung 
suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak 
berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar 
timbul. 
e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat 
dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak 
pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung 
lama/berlangsung terus. 
Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa 
sehingga untuk terwujudnya atau terjadi dalam waktu waktu 
seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan 
aflopende delicten. Sebaliknya ada tindak pidana yang 
dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak 
pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan 
dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang 
disebut juga dengan voordurende dellicten. Tindak pidana ini 
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dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu 
keadaan yang terlarang. 
f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana umum dan tindak pidana khusus. 
Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang 
dimuat dalam KUHPidana sebagai kodifikasi hukum pidana 
materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tidak pidana 
khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar 
kodifikasi KUHPidana. 
g. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh 
semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang 
hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu) 
Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan 
dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang 
bagian tersebar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud 
yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang 
tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang-
orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai 
negeri sipil (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada 
kejahatan pelayaran), dan sebagainya. 
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h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal 
penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan 
tindak pidana aduan. 
Tindak pidana biasa yang dimaksud ini adalah tindak 
pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap 
pembuatannya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari 
yang berhak, sementara itu tindak pidana aduan adalah 
tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana 
apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh wakilnya 
dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal 
tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk 
pengaduan oleh orang yang berhak.  
i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, 
maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, 
tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang 
diperingan.  
Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu 
yang dibentuk menjadi : 
1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau 
dapat juga disebut dengan bentuk standar; 
2) Dalam bentuk yang diperberat;dan 
3) Dalam bentuk ringan. 
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Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan 
secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam 
rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat 
dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur 
bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi 
bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian 
disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat 
memberatkan atau meringankan secara tegas dalam 
rumusan.  
j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka 
tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung 
pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu 
peraturan perundang-undangan.  
Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per 
bab dalam KUHPidana didasarkan pada kepentingan hukum 
yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang 
dilingi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam buku II 
KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap 
keamanan Negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap 
keamanan Negara (Bab I KUHPidana), untuk melindungi 
kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi 
penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa 
umum (Bab VIII KUHPidana), untuk melindungi kepentingan 
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hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak 
pidana seperti pencurian (Bab XXII KUHPidana), 
Penggelapan (Bab XXIV KUHPidana), Pemerasan dan 
pengancaman (Bab XXII KUHPidana) dan seterusnya. 
k. Dari sudut berapa kalidani perbuatan untuk menjadi suatu 
larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak 
pidana berangkai. 
Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang 
dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk untuk 
dipandang selesainya indak pidana dan dapat dipidananya 
pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian 
terbesar tindak pidana dalam KUHPidana adalah berupa 
tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan 
tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang 
dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang 
sebagai selesai dandapat dipidananya pelaku, diisyaratkan 
dilakukan secara berulang. 
B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Pencurian  
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian  
Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata 
“curi” yang mendapat awalan “pe” akhiran “an”.  Menyatakan bahwa 
kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak 
dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara 
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sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain 
perbuatan yang dilakukannya itu.  
Dari segi hukum dan unsur-unsurnya tindak pidana 
pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur 
dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHPidana, 
Bab XXII. Kejahatan tersebut merupakan tindak pidana formil yang 
berarti perbuatannya yang dilarang dan diancam dengan hukuman 
oleh undang-undang. Pengertian tindak pidana pencurian diatur 
dalam Pasal 362 KUHPidana yang dirumuskan sebagai berikut (R. 
Soesilo 1995: 249) 
“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali 
atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud 
akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena 
pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun 
atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. 
 
 Dalam pasal 362 KUHPidana ini merupakan bentuk pokok 
dari pencurian dengan unsur-unsur sebagai berikut : 
1) Mengambil suatu barang  
2) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain 
3) Dengan maksud untuk memilikinya secara  
4) Melawan hukum 
2. Jenis Jenis Pencurian 
Penyusun Undang-undang mengelompokkan tindak pidana 
pencurian ke dalam klasifikasi kejahatan terhadap harta kekayaan 
yang terdapat pada buku II KUHPidana yang diatur daam Pasal 
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362 sampai dengan Pasal 367 KUHPidana. Delik pencurian terbagi 
ke dalam beberapa jenis, yaitu : 
a. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHPidana) 
Istilah “pencurian biasa “ digunakan oleh beberapa pakar 
hukum pidana untuk menunjuk pengertian “pencurian dalam arti 
pokok”. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHPidana 
yang dirumuskan sebagai berikut : 
“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali 
atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud 
akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena 
pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima 
tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900 
 
Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHPidana, maka unsur-
unsur pencurian biasa adalah : 
1. Perbuatan Mengambil 
2. Suatu barang  
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain 
4. Melawan hukum 
b. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHPidana) 
Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara 
doctrinal disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. 
Pencurian  yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu 
pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam 
keadaaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya 
diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian 
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biasa. Oleh karena pencurian yang dikualifikaskan tersebut 
merupakan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan 
dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka 
pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian 
dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. 
Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 363 
KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan 
pemberatan adalah : 
1) Unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUHPidana. 
2) Unsur-unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 
KUHPidana yang meliputi; 
 Pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke-1 
KUHPidana) 
 Pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, 
gempa bumi, atau gempa laut, peletusan gunung api, 
kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta 
api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang 
(Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHPidana) 
 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang 
dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui 
atau dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat 
(1) ke-3 KUHPidana)  
23 
 
 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang yang 
bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana) 
 Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan 
sebagainya (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana) 
c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana) 
Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-
unsur dari pencurian yang didalam bentuknya yang pokok, yang 
karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) 
ancaman pidananya menjadi diperingan. Jenis pencurian ini 
diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHPidana yang 
menentukan: 
“perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 
No.4 begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363 No.5, 
asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam 
pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga 
barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh 
rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman 
penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp.900. 
 Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHPidana, maka unsur-
unsur pencurian ringan adalah : 
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1. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (pasal 362) 
2. Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih secara 
bersama-sama; atau 
3. Pencurian dengan masuk ke tempat kejahatan atau 
mencapai barang yang dicuri dengan jalan membongkar, 
memecah, memanjat, kunci palsu dan sebagainya , jika  
a) Tidk dilakukan dalam rumah atau pekarangan yang 
tertutup yang ada rumahnya. 
b) Nilai dari benda tidak lebih dari dua ratus lima puluh 
rupiah.  
d. Pencurian dalam kalangan keluarga 
Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 
KUHPidana ini merupakan pencurian dikalangan keluarga. 
Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu 
keluarga, misalnya yang terjadi, apabila seseorang suami atau 
istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian 
terhadap harta benda istri atau suaminya. 
C. Tinjauan Umum Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan 
1. Pencurian dengan Kekerasan 
Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang diatur 
dalam Pasal 365 KUHPidana yaitu tindak pidana pencurian ini 
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dilakukan dengan melakukan modus kekerasan yang dilakukan 
pelaku kepada korbannya. 
Pasal 365: (1)  Dengan hukuman penjara maksimum 9 tahun, 
dihukum pencuri yang didahului, disertai atau diikuti dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan 
maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu 
atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan 
bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan 
kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri 
itu tetap,  dalam kekuasaannya. 
(2)   Hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dijatuhkan : 
Ke-1 : Jika perbuatan itu dilakukan pada malam di dalam 
sebuah atau pekarangan tertutup yang ada 
rumahnya atau dijalan umum atau di dalam kereta 
api atau trem yang sedang berjalan; 
Ke-2 : Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua 
orang atau lebih; 
Ke-3 : Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan 
kejahatn itu dengan pembongkaran atau memanjat 
atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau 
pakaian jabatan palsu; 
Ke-4 : jika perbuatan menimbulkan akibat luka berat pada 
seseorang.  
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(3) Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas 
tahun jika perbuatan itu menimbulkan akibat matinya 
seseorang. 
(4) Hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara 
selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan 
itu mengakibatkan luka atau matinya seseorang dari 
perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh 2 orang atau 
lebih dan bagi pula disertai salah satu hal yang tersebut dan 
di dalam No.1 dan No. 2.  
2. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Kekerasan  
Bila ditinjau dari segi bahasa, maka kekerasan berasal 
dari kata dasar “keras” dan mendapat awalan “ke” dan 
kemudian mendapat akhiran “an”. Didalam kamus Umum 
Bahasa Indonesia kekerasan menunjukkan kata sifat (hal dan 
sebagainya) keras pada suatu kegiatan, kekerasan dapat 
diartikan sebagai: “Perihal keras atau perbuatan seseorang atau 
kelompok orang yang menyebabkan cidera atau matinya orang 
lain dan menyebabkan kerusakan fisik orang lain.  
Sedangkan secara yuridis, yang dimaksud dengan 
kejahatan dengan kekerasan tidak terdapat dalam KUHPidana, 
hanya saja dalam Bab IX Pasal 89 KUHP dinyatakan bahwa 
Membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya 
disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dengan demikian 
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kejahatan kekerasaan merupakan kejahatan yang dilakukan dan 
disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang 
mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya. 
a) Macam-macam Kekerasan berdasarkan bentuknya 
a. Kekerasan Fisik yaitu kekerasan nyata yang dapat dilihat 
atau kemampuan normal tubuh, sampai pada 
menghilangkan nyawa seseorang. Contoh penganiayaan, 
pemukulan, pembunuhan, dan lain-lain 
b. Kekerasan Psikologis yaitu kekerasan yang memiliki 
sasaran pada rohani atau jiwa sehingga dapat 
mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal 
jiwa. Contoh kebohongan, ancaman dan tekanan 
c. Kekerasan Struktural yaitu kekerasan yang dilakukan 
oleh individu atau kelompok dengan menggunakan 
sistem, hukum, ekonomi, atau tata kebiasaaan yang ada 
di masyarakat. Oleh Karena itu kekerasan ini sulit 
dikenali. kekerasan struktural yang terjadi menimbulkan 
ketimpangan-ketimpangan pada sumber daya, 
pendidikan, pendapatan, kepandaian, serta wewenang 
dalam mengambil keputusan. Situasi ini dapat 
mempengaruhi fisik dan jiwa seseorang. 
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b) Jenis-jenis kejahatan kekerasan  
Kejahatan kekerasan di dalam KUHPidana, pengaturannya 
tidak disatukan dalam satu bab khusus, akan tetapi terpisah-
pisah dalam bab tertentu. Didalm KUHPidana kejahatan 
kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut: (R.Soesilo, 
1995) 
1. Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 
KUHPidana. 
2. Kejahatan penganiayaan pasal 351-358 KUHPidana. 
3. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan 
pasal 365 KUHPidana. 
4. Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya pasal 285 
KUHPidana. 
Adapun bentuk bentuk kejahatan kekerasan adalah sebagai 
berikut: 
1. Kejahatan pembunuhan. 
2. Kejahatan penganiayaan berat. 
3. Kejahatan pencurian dengan kekerasan. 
4. Kejahatan perkosaan. 
5. Kejahatan kekerasan terhadap ketertiban umum. 
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3. Unsur-unsur Pencurian dengan Kekerasan 
Adapun unsur-unsur Pasal 365 KUHPidana tersebut 
termuat dalam penjelasan dibawah ini ; 
a. Unsur Pasal 365 (1) dibagi menjadi dua (2) yaitu : 
a. Unsur-unsur objektifnya terdiri dari : 
1. Didahului 
2. Disertai 
3. Diikuti 
Oleh kekerasan dan ancaman kekerasan 
terhadap seseorang. 
b. Unsur subjektifnya terdiri dari : 
1. Dengan maksud untuk; 
2. Mempersiapkan atau mempermudah pencurian 
itu atau; 
3. Jika tertangkap tangan member kesempatan bagi 
diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu 
untuk melarikan diri dan untuk mempertahankan 
pemilikan atas barang yang dicurinya. 
a. Pengertian unsur kekerasan 
Yang dimaksud dengan kekerasan adalah 
setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan 
yang tidak ringan. 
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 Tenaga badan adalah kekuatan fisik. 
Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul 
dengan tangan saja, memukul dengan senjata, 
menyekap, mengikat, Manahan dan sebagainya. 
Dalam Pasal 89 KUHP dijelaskan bawha perbuatan 
yang mengakibatkan orang pingsan atau tidak 
sadarkan diri dari perbuatan yang menimbulkan orang 
tidak berdaya lagi termasuk dalam perbuatan 
kekerasan. 
b. Pengertian unsur ancaman kekerasan 
Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan 
adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa 
sehingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas 
pada orang yang diancamnya. 
c. Pengertian unsur didahului kekerasan atau ancaman 
kekerasan  
Yang dimaksud didahului kekerasan atau 
ancaman kekerasan adalah kekerasan ini 
dipergunakan sebelum dilakukan pencurian. 
Perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan ini 
dimaksudkan untuk mempersiapkan unsur subjektif 
pencurian  
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d. Pengertian unsur disertai kekerasan atau ancaman 
kekerasan 
Yang dimaksud dengan disertai kekerasan atau 
ancaman kekerasan adalah penggunaan kekerasan 
atau ancaman kekerasan ini dilakukan bersamaan 
dengan pencuriannya. Penggunaan kekerasan atau 
ancaman kekerasan ini dilakukan dengan maksud 
untuk mempermudah dilaksanakan pencurian. 
e. Pengertian unsur tertangkap tangan  
Yang dimaksud tertangkap tangan atau pengertian 
tertangkap tangan terdapat di dalam RIB Pasal 27. 
Tertangkap tangan adalah : 
 Apabila tindak pidana sedang dilakukan, 
pelakunya, diketahui; 
 Apabila segera setelah tindak pidana dilakukan, 
pelakunya diketahui; 
 Apabila segera setelah tindak pidana dilakukan, 
seseorang dikejar khalayak ramai sebagai 
pelakunya; 
 Apabila pada seseorang ditemukan barang, 
senjata, alat atau surat yang menunjukan bahwa ia 
adalah pelakunya atau pembantunya; 
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2) Unsur pasal 365 (2) yaitu pencurian yang dirumuskan 
dalam pasal 365 (1) disertai masalah-masalah yang 
memberatkan yang semua unsur telah diuraikan dalam 
penjelasan Pasal 365 (1), kecuali unsur dijalan umum, di 
dalam kereta api atar trem yang sedang berjalan. 
3) Unsur pasal 365 (3) yaitu perbuatan pencurian dengan 
kekerasan ini menimbulkan akibat matinya orang, dalam 
ayat ini matinya orang lain merupakan akibat yang timbul 
karena penggunaan kekerasan. 
4) Unsur pasal 365 (4) yaitu hukuman mati atau penjara 
seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 
dua puluh tahun dijatuhkan apabila perbuatan itu : 
- Menimbulkan akibat luka berat pada seseorang atau 
akibat matinya seseorang dan; 
- Dilakukan bersama-sama oleh dua (2) orang atau 
lebih dan; 
- Disertai salah satu masalah tersebut dalam Nomor 1 
dan Nomor 3 ayat 2 
D. Tinjauan Umum Tentang Anak 
1. Pengertian Anak 
Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian “Anak” dimata 
hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum 
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dewasa, orang yang di bawah umur/ keadaan di bawah umur 
(minderjarigheid/inferiority) atau kerap juga disebut sebagai anak yang 
di bawah pengawasan wali (minderjarige ondervoordij). Maka dengan 
bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum positif 
Indonesia tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan 
berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi 
seorang anak (Lilik Mulyadi 2005 : 3). 
Berbagai macam pengertian anak dalam peraturan perundang-
undagan sebagai berikut : 
a. Anak menurut hukum pidana  
Menurut pasal 45 KUHPidana mendefinisikan bahwa : 
“Anak adalah jika seorang yang belum dewasa dituntut karena 
perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas 
tahun, hakim boleh: memerintahkan supaya sitersalah itu 
dikembalikan kepada orang tuanya ; walinya atau pemeliharanya, 
dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; atau memerintahkan, 
supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak 
dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian 
kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam 
Pasal 489, 492, 496, 497, 503-505, 514, 417, 519, 526, 531, 532, 
536, dan 540 dan perbuatan itu dilakukannya sebelum lalu dua 
tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia 
melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesuatu kejahatan; atau 
menghukum anak yang bersalah itu. 
 
 
b. Anak menurut Hukum Perdata  
Dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
mendefinisikan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang 
belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak 
lebih dahulu telah kawin “. 
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c. Anak menurut Undang-undang Perkawinan  
Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan mendefinisikan bahwa “seorang pria diizinkan 
kawin apabila telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan 
pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun” 
d. Anak menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 
Asasi Manusia 
Dalam pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan : 
“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan 
belas) tahun dan belum menikah; termasuk anak yang masih dalam 
kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan.” 
 
e. Anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak 
Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak sebagai 
berikut; 
“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” 
 
f. Anak menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1997 tentang 
Ketenagakerjaan 
Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 1997 tentang 
Ketenagakerjaan, mendefinisikan ; “Anak adalah orang laki-laki dan 
perempuan berumur 14 tahun ke bawah” 
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g. Anak Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
peradilan anak  
Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tahun 1997 anak adalah 
orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 
(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas ) 
tahun dan belum pernah kawin. 
h. Anak menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak 
Dalam pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak, mendefinisikan bahwa “anak adalah 
seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah 
kawin. 
Sedangkan batas-batas usia anak menurut Julia D. Gunarsa 
dan Zakiah Daradjat (Djoko Prakoso, 1988 : 154) dapat disimpulkan 
bahwa “batas umur anak adlah 12 tahun. dengan demikian dewas 
dimulai setelah usia 21 tahun”. 
Menurut B. Simanjutak (Djoko Prakoso, 1988 : 154)  
berpendat bahwa “usia anak adalah berumur 15 tahun dan dewasa 
adalah 18 tahun”  
Walaupun pengertian anak dalam peraturan perundang-
undangan beraneka ragam namun dalam Pasal 1 angka 3 UU 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak 
mendefinisikan bahwa anak yang berkonflik dengan Hukum yang 
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selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua 
belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 
diduga melakukan tidak pidana.  
2. Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak Sebagai Pelaku 
Tindak Pidana  
Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai 
pelaku delik adalah pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai 
berikut : 
2.1. Sanksi Pidana  
Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai 
pelaku delik adalah pidana pokok dan pidana tambhan, 
sebagai berikut : 
2.1.1. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak 
sebagai pelaku delik di atur dalam Undang-undang Nomor 
11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 71 
ayat (1) yaitu; 
a. Pidana Peringatan 
Menurut Pasal 72 UU No. 11 Tahun 2011 yaitu pidana 
peringatan merupakan pidana ringan yang tidak 
mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. 
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b. Pidana dengan syarat : 
1) Pembinaan di luar lembaga 
Menurut Pasal 75 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2011 
Pidana pembinaann di luar lembaga dapat berupa 
keharusan : 
a) Mengikuti program pembimbingan dan 
penyelundupan yang dilakukan oleh pejabat 
Pembina; 
b) Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa, atau 
c) Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, 
narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. 
2) Pelayanan masyarakat, atau 
Menurut Pasal 76 ayat (1) UU No 11 Tahun 2011 
Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana 
yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan 
meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan 
kemasyarakatan yang positif. 
3) Pengawasan 
Menurut Pasal 77 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2011 
Dalam hal anak dijatuhi pidana pengawasan 
sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), Anak 
ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut 
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Umum dan dibimbing oleh Pembimbing 
Kemasyarakatan 
c. Pelatihan kerja  
Menurut Pasal 78 ayat (1) UU No 11 Tahun 2011 
Pelatihan kerja yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat 
(1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang 
melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan 
usia anak. 
d. Pembinaan dalam lembaga 
Menurut Pasal 80 ayat (1) UU No 11 Tahun 2011 
Pidana Pembinaan di dalam lembaga dilakukan di 
tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang 
di selenggarakan, baik oleh pemerintah maupun 
swasta. 
e. Penjara 
Menurut Pasal 81 ayat (1) Anak dapat dijatuhi pidana 
penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak 
akan membahayakan masyarakat. 
2.1.2 Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap anak 
sebagai pelaku delik diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 
2011 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 71 ayat (2) 
yaitu:  
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a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak 
pidana, atau 
Menurut  
b. Pemenuhan kewajiban adat 
2.2. Sanksi Tindakan  
Sanksi Tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak 
sebagai pelaku delik diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 
11 Tahun 2011 tentang Sistem, Peradilan  Anak sebagai berikut : 
a. Pengembalian kepada orang tua/ Wali; 
b. Penyerahan kepada seseorang ; 
c. Perawatan di rumah sakit jiwa; 
d. Perawatan di LPKS; 
e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau 
pelatihan yang diadakan oleh pemerintah aatau badan 
swasta; 
f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan /atau 
g. Perbaikan akibat tindak pidana. 
Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 Pasal 
82 ayat (3) yang berbunyi “Tindakan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dapat diajukan oleh 
Penuntut Umum dalam tuntutannya, kecuali tindak 
pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 
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(tujuh) tahun. Tindakan ini dilakukan untuk membantu 
orang tua dalam mendidik dan memberikan 
pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan. 
E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana 
Berdasarkan Pasal 31 dan Pasal 28 UU NO.4 Tahun 2004, 
Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang 
diatur dalam UU No.4 Tahun 2004. Hakim wajib menggali, 
menggadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 
keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam mempertimbangkan 
berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang 
baik dan jahat dari terdakwa. Hakim diberi fungsi UU No.4 Tahun 
2004 untuk menerima, memeriksa, dan memutus dalam 
menyelesaikan perkara tindak pidana, selalu dituntut untuk 
memberikan putusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya 
serta dalam menjatuhkan pidana selalu memperhatikan aspek-
aspek lain terdakwa maupun masyarakat. 
Putusan akhir merupakan tahapan paling akhir dalama 
persidangan. Dalam putusan akhir ini nantinya hakim akan 
menjatuhkan vonis terdakwa bersalah atau tdak bersalah. Ada 
beberapa alasan yang dijadikan pertimbangan hakim sebelum 
menyusun putusannya. Pertama unsur-unsur dakwaan Penuntut 
Umum terpenuhi semua sehingga terdakwa dinyatakan terbukti 
secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sesuai 
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dengan pasal yang didakwakan oleh penuntun umum. Apabila ada 
salah satu unsur yang tidak terpenuhi maka hakim tidak bisa 
menjatuhkan vonis untuk menghukum terdakwa. Kedua tidak ada 
alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa tidak dapat 
dimintai pertanggungjawaban pidana. Alasan pemaaf adalah hal-
hal yang menjadikan dapat dimaafkannya pelaku perbuatan pidana 
menurut hukum sehingga sanksi pidana yang seharusnya 
dijatuhkan kepadanya menjadi terhapus. (Abdul Kholid 2005:144)  
Misalnya daya paksa/overmacht Pasal 48 KUHP, Pembelaan 
terpaksa / Noodweer Pasal 49 ayat (1) KUHP, melaksanakan 
ketentuan Undang-undang Pasa 50 KUHP, dan melaksanakan 
perintah jabatan Pasal 51 ayat (1) KUHP. 
Alasan pembenar adalah alasan-alasan yang menjadikan 
dapat dibenarkannya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku 
sehingga secara hukum sudah tidak merupakan perbuatan pidana 
lagi (Abdul Kholid 2005:145)  
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) Pasal 183 dijelaskan hakim tidak boleh menjatuhkan 
pidana kepada seseornag kecuali apabila dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan 
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 
terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti kasus pidana 
dalam Pasal 184 KUHAP dijelaskan tentang alat bukti yang sah 
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adalah keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, petunjuk, dan 
keterangan terdakwa.  
Secara teori dan berdasarkan UU No. 4 Tahun 2004 Jo. UU 
No. 5 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dikenal ada 3 
jenis putusan majelis hakim sebagai berikut : 
1. Putusan Unianimoust adalah jika semua anggota majelis hakim 
setuju terhadap isi putusan, putusan ini juga sering disebut 
putusan bulat. 
2. Putusan concurring Opinion adalah jika semua anggota majelis 
hakim dsetuju dengan isi putusan secara bulat, tetapi ada 
sebagian anggota majelis yang memiliki alasan yang berbeda. 
3. Putusan dissenting opinion adalah jika terhadap isi putusan 
yang ditetapkan oleh majelis, tetapi ada anggota majelis yang 
sebenarnya sama sekali berbeda pandangan dan putusan 
dengan majelis hakim secara keseluruhan ( Abdul Kholid 
2010:12) 
Meskipun dimungkinkan ada anggota majelis hakim yang 
mempunyai pertimbangan dan putusan berbeda pada saat 
membuat putusan akhir tetapi putusan hakim tersebut harus 
berdasarkan kepastian hukum semata. Meskipun idealnya putusan 
hakim harus memuat tiga unsur yaitu keadilan (gerechtigkeit), 
kepastian hukum (rechtssichherheit), dan kemanfaatan 
(zzmeckmmasisigkeit).  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah 
dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul 
“Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan 
yang dilakukan oleh Anak di Kabupaten Maros, Tepatnya di Pengadilan 
Negeri Maros, sebagai instansi yang berwenang penuh dalam 
penanggulangan masalah yang diteliti oleh penulis. 
B. Jenis Dan Sumber Data  
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
antara lain berupa : 
1. Data primer, yakni putusan yang diperoleh dari langsung oleh 
peneliti di Pengadilan Negeri Maros. Data dikumpulkan oleh 
pihak lain.  
2. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari data yang ada, 
bukan hanya karena dikumpulkan oleh pihak lain. Data ini 
berasal dari perundang-undangan, tulisan atau makalah-
makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan lain 
yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan ini. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yakni: 
1. Penelitian Pustaka (Library Research) 
Penelitian Pustaka dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah 
data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, 
telaah terhadap dokumen perkara serta peraturan-peraturan yang 
berhubungan dengan penelitian ini. 
2. Peneltian Lapangan (Field Research) 
Penelitian lapangan dilakukan dengan cara melakukan 
wawancara dengan pihak-pihak yang dapat memberikan 
informasi yang berkaitan dengan judul yang ditulis untuk 
kelengkapan data yang akan dikumpulkan.  
D. Analisis Data  
Seluruh data yang dikumpulkan oleh penulis, selanjutnya 
diklasifikasi dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari 
bahan-bahan yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang 
dibahas. Kesimpulan atau pesan-pesan dari berbagai macam 
bahan yang telah dianalisis digunakan untuk mengkaji dan 
membahas permasalahan yang diteliti oleh penulis pada penelitian 
ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan 
kesimpulan yang relevan, tepat sesuai dengan permasalahan yang 
diteliti. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN  
A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian 
Dengan Kekerasan Dalam Putusan Nomor 
01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Maros 
Sebelum penulis menguraikan mengenai penerapan hukum 
pidana materiil pada perkara putusan Nomor 
01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Maros, maka perlu diketahui terlebih dahulu 
Identitas terdakwa, Posisi kasus, Dakwaan Jaksa Penuntun Umum, 
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan Amar Putusan yaitu sebagai berikut: 
1. Identitas Terdakwa 
Identitas Terdakwa kasus Pencurian dengan kekerasan Putusan 
Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Maros sebagai berikut: 
Nama lengkap : Tulus Bin Rahim 
Tempat lahir : Maros 
Umur / tanggal lahir :15 tahun / 26 Oktober 1999 
Jenis kelamin : Laki-laki 
Kebangsaan : Indonesia 
Tempat tinggal : BTN Nusa Blok B1 No.6, Kec. Turikal, Kab. 
Maros 
Agama : Islam 
Pekerjaan : Tidak ada 
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2. Posisi Kasus 
Kasus Pencurian dengan Kekerasan ini terjadi pada hari Senin 
tanggal 21 bulan Juli tahun 2014, sekitar pukul 20.30 WITA pada bulan 
Juli tahun 2014 di Nangka Kelurahan Turikale Kecamatan Turikale di 
Kabupaten Maros dimana daerah tersebut masih dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Maros, dengan Terdakwa TULUS alias Tulus Bin 
Rahim dan Korbannya adalah ARIF WIRAWAN. Perbuatan terdakwa 
dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas dan 
berawal ketika Terdakwa datang kerumah saksi korban untuk 
meminjam obeng dengan alasan untuk memperbaiki sepeda motornya 
lalu saksi korban memberikan obeng tersebut, tidak lama kemudian 
Terdakwa datang lagi meminta pisau dengan alasan obengnya tidak 
cocok. Saksi korban mempersilahkan terdakwa untuk mengambil 
sendiri pisau didapur. Kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) bilah 
pisau di dapur. Selanjutnya terdakwa membawa 2 (dua) bilah pisau 
dari dapur ke ruang tamu dimana saksi korban berada dan seketika itu 
Terdakwa langsung menusuk saksi korban dari belakang dengan 
menggunakan 2 (dua) bilah pisau tersebut yang mengenai punggung 
Saksi korban, selanjutnya Saksi korban berteriak meminta tolong lalu 
Terdakwa mendekat dan kembali akan menusuk Saksi korban namun 
Saksi korban dapat menangkap tangan Terdakwa dan merampas pisau 
pertama yang dipegang Terdakwa lalu membuangnya keluar pagar. 
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Selanjutnya saksi korban merampas pisau kedua dari tangan terdakwa 
lalu membuangnya keluar rumah namun terhalang pagar sehingga 
Terdakwa mengambil kembali pisau tersebut, setelah itu terdakwa 
menyeret saksi korban ke dalam rumah dan kembali menusuk saksi 
korban berkali-kali yang mengenai bagian punggung dan leher 
sehingga saksi korban mengalami pendarahan. Setelah Terdakwa 
memastikan Saksi korban sudah dalam keadaan tidak berdaya, maka 
Terdakwa meminta kepada Saksi korban untuk menyerahkan kunci 
sepeda motornya dan Saksi korbanpun menunjukan tempat kunci 
motornya; 
Kemudian, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi korban lalu 
membuka lemari dan mengambil barang berupa 1 (satu) lembar sweter 
warna merah, 2 (dua) BPKB dan 1 (satu) buku tabungan dan uang 
tunai senilai Rp. 155.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), lalu 
Terdakwa mengambil Handphone lipat merek Samsung yang berada di 
atas lemari kaca kemudian Terdakwa menuju ruang tamu dan 
mengambil lagi 1 (satu) Handphone merek Samsung S4. Setelah itu, 
Terdakwa mengambil sepatu warna coklat milik Saksi korban dan 
ketika Terdakwa mengambil kunci Sepeda motor merek Kawasaki 
Ninja DD 5023 DV milik Saksi korban, lalu berupaya 
menghidupkannya, namun Terdakwa meninggalkan Sepeda motor 
Saksi korban tersebut karena melihat kedatangan polisi dan bergegas 
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pergi meninggalkan rumah korban dengan menggunakan motor Suzuki 
Spin DD 6420 BD milik Terdakwa sendiri; 
Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi korban 
mengalami luka berat berupa: 
- Luka tusuk di kepala bagian belakang bawah tengah ukuran 4 
cm x 0,5 cm x 0,5 cm; 
- Luka robek pada leher belakang ukuran 12 cm x 4 cm x 1 cm; 
- Luka robek pada bahu kiri belakang ukuran 6 cm x 4 cm x 1 
cm 
- Luka tusuk pada bahu kiri belakang ukuran 2 cm x 0,5 cm x 
0,5 cm; 
- Luka tusuk pada bahu kanan belakang ukuran 4 cm x 2 cm x 5 
cm 
- Luka robek pada bahu kanan belakang ukuran 5 cm x 0,5 cm 
x 0,5 cm; 
- Luka tusuk pada bahu kanan atas ukuran 5 cm x 3 cm x 1 cm; 
- Luka tusuk pada lengan atas kiri ukuran 6 cm x 3 cm x 1,5 cm; 
- Luka robek pada lengan atas belakang kiri ukuran 4 cm x 1,5 
cm x 0,5 cm; 
- Luka robek pada lengan bawah kiri bagian dalam ukuran 5 cm 
x 4 cm x 1 cm; 
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- Luka robek pada lengan bawah kanan sejajar ibu jari ukuran 5 
cm x 3 cm x 2 cm; 
- Luka tusuk pada punggung belakang sejajar tulang belakang 
thorakal 11-12 ukuran 4 cm x 1 cm x 2 cm; 
- Luka tusuk pada pundak depan kiri ukuran 1 cm x 5 cm x 0,3 
cm; 
- Luka tusuk pada punggung belakang sejajar tulang belakang 
thorakal 9-10 ukuran 6 cm x 4 cm x 3 cm; 
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Surat dakwaan merupakan dasar atau landasan pemeriksaan 
perkara dalam sidang di pengadilan. Jaksa Penuntut Umum harus 
bersikap cermat/teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan 
peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi 
kekurangan dan/atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat 
dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan. 
Jaksa Penuntut Umum juga harus mampu merumuskan unsur-unsur 
tindak pidana/delik yang didakwakan secara jelas, dalam arti rumusan, 
uraian fakta, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata 
lain uraian unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam Pasal yang 
didakwakan harus dapat dijelaskan/digambarkan dalam bentuk fakta 
perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sehingga dalam uraian 
unsur-unsur dakwaan dapat diketahui secara jelas apakah Terdakwa 
dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai 
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pelaku (pleger), pelaku peserta (medepleger), penggerak (uitlokker), 
penyuruh (doen pleger), atau hanya sebagai pembantu. 
 Dalam praktek hukum dikenal beberapa bentuk surat 
dakwaan yaitu: 
a. Surat dakwaan tunggal 
Dalam surat dakwaan tunggal terhadap terdakwa hanya 
didakwakan melakukan satu tindak pidana saja yang mana 
Penuntut Umum merasa yakin bahwa Terdakwa telah 
melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut. Misalnya 
Penuntut Umum merasa yakin apabila Terdakwa telah 
melakukan perbuatan „‟Pencurian biasa‟‟ sebagaimana telah 
diatur dalam Pasal 364 KUHP,  maka Terdakwa hanya didakwa 
dengan Pasal 364 KUHP. 
b. Surat dakwaan subsider 
Dalam surat dakwaan yang berbentuk subsider di 
dalamnya dirumuskan beberapa tindak pidana secara berlapis 
dimulai dari delik yang paling berat ancaman pidananya sampai 
dengan yang paling ringan. Akan tetapi, sesungguhnya 
dakwaan terhadap Terdakwa yang harus dibuktikan di depan 
sidang Pengadilan hanya „‟satu‟‟ dakwaan. Dalam hal ini 
pembuat dakwaan bermaksud agar Terdakwa tidak lepas dari 
jeratan hukum. 
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c. Surat dakwaan alternatif 
Dalam surat dakwaan yang berbentuk alternatif, 
rumusannya  mirip dengan bentuk surat dakwaan subsider, yaitu 
yang didakwakan adalah beberapa delik, tetapi sesungguhnya 
dakwaan yang dituju dan yang harus dibuktikan hanya satu 
tindak pidana. Jadi terserah Majelis Hakim tindakan mana yang 
dinilai telah berhasil dibuktikan di depan Pengadilan tanpa 
terkait pada urutan dari tindak pidana yang didakwakan. Sering 
terjadi Penuntut Umum mendapatkan suatu kasus pidana yang 
sulit menentukan salah satu pasal diantara 2-3 Pasal yang 
saling berkaitan unsurnya karena unsur tindak pidana tersebut 
menimbulkan keraguan bagi Penuntut Umum untuk menentukan 
diantara dua Pasal atau lebih atas satu tindak pidana. 
d. Surat dakwaan kumulatif 
Dalam surat dakwaan kumulatif didakwaan secara 
serempak beberapa delik/dakwaan yang masing-masing berdiri 
sendiri. 
e. Surat dakwaan kombinasi 
 Dalam surat dakwaan kombinasi didakwakan beberapa delik 
secara kumulatif yang terdiri dari dakwaan subsider dan 
dakwaan alternatif serempak atau sekaligus. 
Dalam Perkara Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mrs ini, Jaksa 
Penuntut Umum menggunakan dakwaan Subsider. Dakwaan 
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subsider itu terdiri dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair. 
Dakwaan Primair melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1e, 4e KUHP 
jo. Pasal 367 ayat (2) KUHPidana dan Dakwaan Subsidair 
melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 367 ayat (2) 
KUHpidana. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara 
Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mrs. akan penulis uraikan 
sebagai berikut; 
1. Dakwaan Primair 
Bahwa ia terdakwa TULUS alias Tulus Bin Rahim (yang 
memiliki hubungan keluarga sedarah dalam garis menyamping 
derajat kedua terhadap korban ARIF WIRAWAN ) pada hari 
senin tanggal 21 bulan juli tahun 2014, sekitar pukul 20.30 Wita 
atau setidak-tidaknya  pada suatu waktu lain dalam bulan juli 
tahun 2014 antara waktu matahari tenggelam dengan matahari 
terbit bertempat di dalam rumah saksi korban di jalan Nangka 
Kelurahan Turikale Kecamatan Turikale di Kabupaten Maros 
atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk 
di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros, telah 
mengambil 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja, 2 (dua) buah 
BPKB sepeda motor, 1 (satu) pasang sepatu, 1 (satu) lembar 
sweater warna merah dan uang senilai Rp. 155.000,- (seratus 
lima puluh lima ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah 
itu yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban Arif 
Wirawan atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain selain 
terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan 
hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan 
atau ancaman kekerasan, terhadap saksi korba, dengan 
maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, 
atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan 
melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap 
menguasai barang yang dicurinya, yang mengakibatkan saksi 
korban luka-luka berat, perbuatan dilakukan oleh terdakwa 
dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: 
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, 
Terdakwa datang kerumah saksi korban untuk meminjam 
obeng dengan alasan untuk memperbaiki sepeda motornya 
lalu Saksi korban memberikan obeng tersebut, tidak lama 
kemudian Terdakwa datang lagi meminta pisau dengan 
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alasan obengnya tidak cocok. Saksi korban 
mempersilahkan Terdakwa untuk mengambil sendiri pisau 
di dapur. Kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) bilah 
pisau di dapur. Selanjutnya Terdakwa membawa 2 (dua) 
bilah pisau dari dapur ke ruang tamu dimana saksi Korban 
berada dan seketika itu Terdakwa langsung menusuk Saksi 
korban dari belakang dengan menggunakan 2 (dua) bilah 
pisau tersebut yang mengenai punggung Saksi korban, 
selanjutnya Saksi korban berteriak meminta tolong lalu 
Terdakwa mendekat dan kembali akan menusuk Saksi 
korban namun Saksi korban dapat menangkap tangan 
Terdakwa dan merampas pisau pertama yang dipegang 
Terdakwa lalu membuangnya keluar pagar. Selanjutnya 
Saksi korban merampas pisau kedua dari tangan Terdakwa 
lalu membuangnya keluar rumah namun terhalang oleh 
pagar sehingga Terdakwa mengambil kembali pisau 
tersebut, setelah itu terdakwa menyeret Saksi korban 
kedalam rumah dan kembali menusuk Saksi korban berkali-
kali yang mengenai bagian punggung dan leher sehingga 
Saksi korban mengalami pendarahan. Setelah Terdakwa 
memastikan Saksi korban sudah dalam keadaan tidak 
berdaya, maka Terdakwa meminta kepada Saksi korban 
untuk menyerahkan kunci sepeda motornya dan Saksi 
korban pun menunjukkan tempat kunci motornya. 
- Kemudian, Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi korban 
lalu membuka lemari dan mengambil barang berupa 1 
(satu) lembar sweater warna merah, 2 (Dua) BPKB dan 1 
(satu) buku tabungan dan uang tunai senilai Rp. 155.000 
(Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), lalu Terdakwa 
mengambil Handphone lipat merek Samsung yang berada 
diatas lemari kaca, kemudian Terdakwa menuju ruang tamu 
dan mengambil 1 (satu) Handphone merek Samsung 
Galaxy S4. Setelah itu, terdakwa mengambil sepatu warna 
coklat milik Saksi korban dan ketika terdakwa mengambil 
kunci sepeda motor Kawasaki Ninja DD 5023 DV milik 
Saksi korban, lalu berupaya menghidupkannya, namun 
Terdakwa meninggalkan sepeda motor Saksi korban 
tersebut karena melihat kedatangan polisi dan bergegas 
pergi meninggalkan rumah korban dengan menggunakan 
motor Suzuki Spin DD 6420 BD milik Terdakwa sendiri. 
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) 
lembar sweater merah, 2 (dua) buah BPKB motor, 1 (satu) 
buah buku tabungan Mandiri Syariah, 1 (satu) Handphone 
warna merek Samsung Galaxy S4, 1 (unit) Handphone lipat 
warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu coklat dan 1 (unit) 
sepeda motor merek Kawasaki Ninja Saksi korban 
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mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000 (Empat puluh 
juta ) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu. 
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan 
Saksi korban mengalami luka berat berupa luka tusauk 
sebanyak 14 (Empat belas) yang berada pada bagian 
kepala, leher, anggota gerak atas dan punggung terhadap 
Saksi korban sesuai Visum et refertum No. 
056/IGD/RSSM/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 atas nama 
Arif Wirawan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Inne 
Nova, dokter pada RSU. Salewangan dengan kekuatan 
sumpah jabatan.  
 Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1e, 4e 
KUHPidana Jo. Pasal 367 ayat (2) KUHPidana 
 
2. Dakwaan Subsidair 
Bahwa ia Terdakwa Tulus Bin Rahim (yang memiliki 
hubungan keluarga sedara dalam garis menyimpang derajat 
kedua terhadap korban Arif Wirawan) pada hari senin tanggal 
21 Juli 2014, sekitar pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya 
pada suatu hari lain dalam bulan Juli tahun 2014 bertempat di 
dalam rumah saksi korban Arif Wirawan di jalan Nangka 
Kelurahan Turikale Kecematan Turikale di Kabupaten Maros 
atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk 
Di daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros, telah mengambil 1 
(satu) unit motor Kawasaki Ninja, 2 (dua) buah BPKB motor, 1 
(satu) pasang sepatu, 1 (satu) lembar sweater warna merah 
dan uang senilai Rp.155.000 (Seratus lima puluh lima ribu 
rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu yang seluruhnya 
atau sebagian milik saksi Arif Wirawan atau setidak-tidaknya 
kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk 
dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau 
diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap 
orang, dengan maksud untuk mempersipkan atau 
mempermudah pencuran, atau dalam hal tertangkap tangan, 
untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta 
lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya 
yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: 
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, 
Terdakwa datang kerumah Saksi korban untuk meminjam 
obeng dengan alasan untuk memperbaiki sepeda motornya 
lalu Saksi korban memberikan obeng tersebut, tidak lama 
kemudian Terdakwa datang lagi meminta pisau dengan 
alasan obengnya tidak cocok. Saksi korban 
mempersilahkan Terdakwa untuk mengambil sendiri pisau 
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di dapur. Kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) bilah 
pisau di dapur. Selanjutnya Terdakwa membawa 2 (dua) 
bilah pisau dari dapur ke ruang tamu dimana saksi Korban 
berada dan seketika itu Terdakwa langsung menusuk Saksi 
korban dari belakang dengan menggunakan 2 (dua) bilah 
pisau tersebut yang mengenai punggung Saksi korban, 
selanjutnya Saksi korban berteriak meminta tolong lalu 
Terdakwa mendekat dan kembali akan menusuk Saksi 
korban namun Saksi korban dapat menangkap tangan 
Terdakwa dan merampas pisau pertama yang dipegang 
Terdakwa lalu membuangnya keluar pagar. Selanjutnya 
Saksi korban merampas pisau kedua dari tangan Terdakwa 
lalu membuangnya keluar rumah namun terhalang oleh 
pagar sehingga Terdakwa mengambil kembali pisau 
tersebut, setelah itu terdakwa menyeret Saksi korban 
kedalam rumah dan kembali menusuk Saksi korban berkali-
kali yang mengenai bagian punggung dan leher sehingga 
Saksi korban mengalami pendarahan. Setelah Terdakwa 
memastikan Saksi korban sudah dalam keadaan tidak 
berdaya, maka Terdakwa meminta kepada Saksi korban 
untuk menyerahkan kunci sepeda motornya dan Saksi 
korban pun menunjukkan tempat kunci motornya. 
- Kemudian, Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi korban 
lalu membuka lemari dan mengambil barang berupa 1 
(satu) lembar sweater warna merah, 2 (Dua) BPKB dan 1 
(satu) buku tabungan dan uang tunai senilai Rp. 155.000 
(Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), lalu Terdakwa 
mengambil Handphone lipat merek Samsung yang berada 
diatas lemari kaca, kemudian Terdakwa menuju ruang tamu 
dan mengambil 1 (satu) Handphone merek Samsung 
Galaxy S4. Setelah itu, terdakwa mengambil sepatu warna 
coklat milik Saksi korban dan ketika terdakwa mengambil 
kunci sepeda motor Kawasaki Ninja DD 5023 DV milik 
Saksi korban, lalu berupaya menghidupkannya, namun 
Terdakwa meninggalkan sepeda motor Saksi korban 
tersebut karena melihat kedatangan polisi dan bergegas 
pergi meninggalkan rumah korban dengan menggunakan 
motor Suzuki Spin DD 6420 BD milik Terdakwa sendiri. 
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) 
lembar sweater merah, 2 (dua) buah BPKB motor, 1 (satu) 
buah buku tabungan Mandiri Syariah, 1 (satu) Handphone 
warna merek Samsung Galaxy S4, 1 (unit) Handphone lipat 
warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu coklat dan 1 (unit) 
sepeda motor merek Kawasaki Ninja Saksi korban 
mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000 (Empat puluh 
juta ) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu. 
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- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan 
Saksi korban mengalami luka berat berupa luka tusauk 
sebanyak 14 (Empat belas) yang berada pada bagian 
kepala, leher, anggota gerak atas dan punggung terhadap 
Saksi korban sesuai Visum et refertum No. 
056/IGD/RSSM/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 atas nama 
Arif Wirawan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Inne 
Nova, dokter pada RSU. Salewangan dengan kekuatan 
sumpah jabatan. 
 Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Jo. Pasal 367 
ayat (2) KUHPidan. 
 
 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses 
pengadilan anak dari keterangan saksi maupun dari terdakwa sendiri 
dan beberapa barang bukti maka sampailah kepada pembuktian 
mengenai unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan dan  
diterapkan dalam putusan nomor: 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mrs 
yakni terlebih dahulu hakim mempertimbangkan dakwaan primer 
yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-4 KUHPidana jo Pasal 367 ayat (2) 
KUHPidana. 
Adapun unsur-unsur Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-4 KUHPidana 
jo Pasal 367 ayat (2) KUHPidana sebagai berikut :  
1. Barang Siapa; 
2. Mengambil sesuatu barang;  
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan ornag lain; 
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak; 
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5. Dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau 
pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan 
umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; 
6. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan 
menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap 
tangan (terpergok) barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya; 
7. Jika perbuatan itu menjadikan ada ornag yang mendapat luka 
berat; 
8. Pencurian yang dilakukan jika dia keluarga sedarah atau 
semenda baik garis lurus maupun menyamping derajat kedua) 
maka terhadap ornag itu hanya dilakukan penuntutan apabila 
ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu; 
 
Penjelasan unsur-unsur Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-4 
KUHPidana jo Pasal 367 ayat (2) KUHPidana adalah sebagai 
berikut; 
Barang siapa 
Unsur barang siapa menurut Undang-undang Hukum Pidana 
menunjukkan pada suatu subjek tindak pidana, yang berarti 
siapa saja baik laki-laki perempuan tanpa kecuali, sehat jasmani, 
rohani, dapat berlaku sabagai pelaku tindak pidana. 
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Menurut pandangan dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana, yang dapat dilihat pada perumusan dari tindak pidana 
dalam KUHPidana, yang menampakkan daya berpikir sebagai 
syarat subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud 
hukuman/pidana yang dimuat dalam Pasal KUHPidana, yaitu 
hukuman penjara, kurungan dan denda. 
Di dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum 
telah menghadapkan seorang terdakwa bernama TULUS BIN 
RAHIM (yang identitas lengkapnya seperti dalam surat dakwaan 
Penuntut Umum). Setelah mendangar keterangan dari saksi-
saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapat 
fakta bahwa tidak ada kekeliriuan orang (error in personal) yang 
disangka telah melakukan tindak pidana tersebut adalah benar 
TULUS BIN RAHIM, dan atas pertanyaan Hakim yang telah 
menerangkan bahwa ia adalah orang yang dimaksudkan sebagai 
terdakwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum. 
Jadi apabila dihubungkan unsur barang siapa dengan 
putusan perkara No.01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mrs, maka unsur 
“barang siapa” dalam hal ini adalah TULUS BIN RAHIM, yang 
telah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim 
ternyata sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan 
yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian Majelis 
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Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa dalam perkara 
ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa. 
Mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian 
milik orang lain 
Yang dimaksud “mengambil” pada umumnya adalah 
memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain 
atau ke dalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud 
dengan barang pada umumnya adalah segala sesuatu yang 
berwujud yang mempunyai nilai ekonomis.  
Kaitannya dengan unsur mengambil (Anwar, 1986:17) 
mengemukakan pendapatnya tentang “mengambil” dari tindak 
pidana pencurian sebagai berikut: 
 
“unsur “mengambil” mengalami berbagai penafsiran sesuai 
dengan perkembangan masyarakat. “mengambil” pada mulanya 
diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat 
lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaan 
pemiliknya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, sehingga tidak 
perlu disertai akibat dilepaskannya dari kekuasaaan pemilik” 
 Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan 
terdakwa di persidangan yakni, bahwa kejadian pencurian 
tersebut, pada hari Senin tanggal 21 juli 2014, sekitar pukul 
20.30 Wita di rumah saksi Arif wirawan di jalan Nangka Turikale, 
Maros, bahwa barang milik saksi Arif Wirawan yang diambil oleh 
Tulus Bin Rahim berupa 2 (dua) buah Buku Pemilik Kendaraan 
Bermotor (BPKB), satu buah buku tabungan Bank Mandiri 
Syariah, satu buah sweater warna merah, uang sebesar Rp. 
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155.000,00 (Seratus lima puluh lima ribu rupiah), sepasang 
sepatu warna coklat, satu buah handphone Samsung lipat, satu 
buah Handphone Samsung S4, dan telah berusaha pula  
mengambil satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja.  
Dari definisi diatas dihubungkan dengan fakta hukum 
tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Tulus Bin Rahim telah 
memindahkan barang yang bukan miliknya ketempat lain untuk 
dimiliki sendiri, barang tersebut mempunyai nilai ekonomis. 
Dengan demikian maka unsur “mengambil sesuatu barang telah 
terpenuhi. 
Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain 
Mengenai benda-benda “kepunyaan orang lain”, Simons 
(Lamintang, 1989:22) berpendapat bahwa: 
“Orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan 
cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang 
diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku”. 
Tentang pengertian barang yang seluruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang lain (Anwar, 1986:18) mengemukakan 
pendapatnya sebagai berikut: 
“pengertian barang telah mengalami proses perkembangan. 
Dari arti barang yang berwujud menjadi setiap barang yang 
menjadi bagian dari harta kekayaan. Semula barang 
ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat 
dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan 
sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang.dengan 
demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang 
mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari 
seseorang. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada 
keseluruhannya sedangkan objek pencurian, atau sebagian 
lagi kepunyaan pelaku sendiri. Barang yang tidak ada 
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pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian, yaitu 
barang-barang dalam keadaan res nellius dan res derelictae. 
Untuk membuktikan adanya unsur barang yang diambil atau 
seluruhnya atau sebagian milik ornag lain dalam kasus ini, Hakim 
mendasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa 
dipersidangan didapat fakta sebagai berikut: bahwa barang-barang 
berupa 2 (dua) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), 
satu buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah, satu buah sweater 
warna merah, uang sebesar Rp. 155.000,00 (Seratus lima puluh lima 
ribu rupiah), sepasang sepatu warna coklat, satu buah handphone 
Samsung lipat, satu buah Hndphone Samsung S4, dan telah 
berusaha pula mengambil satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja 
yang dijadikan bukti dipersidangan sepenuhnya bukan milik 
terdakwa, melainkan milik saksi korban, dan pada saat 
mengambilnya barang tersebut terdakwa tidak ada izin dari 
pemiliknya. 
Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas 
perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur barang yang diambilnya 
seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Maka unsur ketiga telah 
terpenuhi. 
Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak 
Dikemukakan oleh (Anwar, 1986 : 34) bahwa; 
Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan 
penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindak atas 
barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukanlah 
pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu 
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terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, 
memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, 
menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Pendeknya 
setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku 
seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik. Maksud 
untuk memiliki barang itu belum sempat dipergunkan, 
misalnya sudah telah selesai terlaksana dengan selesainya 
mengambil barang”.  
Dalam unsur secara melawan hukum, pada umumnya 
adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan 
hak, dengan maksud memliki barang dengan melawan hukum, istilah 
ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk 
memiliki barang secara melawan hukum. Melawan hukum disini 
diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak 
atau kekuasaaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa 
yang diambilnya adalah milik orang lain. 
Dari fakta yang terungkap dipersidangan dapat disebutkan 
sebagai berikut: bahwa terdakwa telah ada niat untuk mengambil 
barang milik saksi korban yakni  berupa 2 (dua) buah Bukum Pemilik 
Kendaraan Bermotor (BPKB), satu buah buku tabungan Bank 
Mandiri Syariah, satu buah sweater warna merah, uang sebesar Rp. 
155.000,00 (Seratus lima puluh lima ribu rupiah), sepasang sepatu 
warna coklat, satu buah handphone Samsung lipat, satu buah 
Hndphone Samsung S4, dan telah berusaha pula  mengambil satu 
unit sepeda motor Kawasaki Ninja untuk dimiliki terdakwa dan 
keinginannya telah timbul padanya tanpa ada paksaan orang lain 
sedangkan terdakwa telah mengetahui akibat dari perbuatannya. 
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Dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau 
pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan 
umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. 
Berdasarkan fakta persidangan didukung oleh keterangan 
saksi dan pengakuan terdakwa melakukan aksinya mengambil 
barang-barang dari kamar saksi Arif Wirawan tersebut di waktu 
antara matahari terbenam dan belum terbit hari masih gelap 
sehingga menurut Pasal 98 KUHPidana adalah waktu malam, dan 
rumah saksi Arif Wirawan adalah rumah dengan batas pekarangan 
yang nyata dengan pekarangan lainnya dan berpagar dan saksi asis 
Arif Wirawan berdiam dalam rumah tersebut.  
Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis 
berkeyakinan Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau 
pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya secara sah dan 
menyakinkan telah terpenuhi. 
Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan 
menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap 
tangan (terpergok) barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. 
Unsur kekerasan didalam kasus ini mengandung beberapa 
elemen alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsure 
telah terpenuhi maka unsur kekerasan  ini telah terpenuhi: 
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- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 juli 2014 sekitar pukul 
20.30 WIta, anak Tulus Bin Rahim Rahim tiba di rumah 
saksi Arif Wirawan. Bahwa anak Tulus Bin Rahim 
melakukan penikaman tersebut dengan cara Anak Tulus 
datang di rumah saksi dengan cara berpura-pura untuk 
meminta sabun dan ingin memperbaiki motor miliknya 
selanjutnya anak Tulus meminta obeng kepada saksi Arif 
namun Karena obeng tersebut menurut anak Tulus tidak 
cocok maka anak Tulus meminta pisau, kemudian saksi 
Arif menyuruh Anak Tulus masuk ke dapur untuk 
mengambil pisau, sementara saksi Arif berada dikursi 
ruang tamu dnegan arah membelakangi  dapur sedang 
bermain telepon genggam. 
- Bahwa tiba-tiba dari arah belakang anak Tulus menikam 
saksi Arif menggunakan dua bilah pisau kea rah 
punggung saksi Arif, kemudian saksi Arif terjatuh dan 
berusaha untuk keluar rumah dengan cara menyeret 
pantatnya dimana anak Tulus masih beberapa kali 
menikam saksi Arif kearah punggung dan kepala 
belakang, kemudian saksi Arif berusaha mengambil 
pisau yang dibawa oleh anak Tulus dan berhasil 
mengambil pisau dan membuangnya keluar pagar 
sementara pisau yang satu berhasil saksi Arif ambil lagi 
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tetapi ketika dilempar keluar mengenai pagar sehingga 
diambil lagi oleh anak Tulus dan kembali menusuk saksi 
Arif dengan pisau tersebut mengenai leher dan tangan. 
- Bahwa ketika berada di dalam ruang tamu anak Tulus 
menodongkan pisau ke arah leher saksi Arif yang sudah 
tidak berdaya. Kemudian anak Tulus mengambil motor. 
- Bahwa luka pada tubuh saksi korban akibat perbuatan 
Anak Tulus tersebut sebnayak 14 (empat belas) luka 
tusuk dan sayat di abgian punggung, leher belakang, 
kepala bawah belakang, bahu kanan, kiri danlengan 
kanan kiri.  
Berdasarkan fakta persidangan didukung oleh 
keterangan saksi dan pengakuan terdakwa bahwa anak 
Tulus Bin Rahim untuk mengambil barang-barang milik 
Saksi Arif dari rumah saksi Arif Wirawan didahului 
dengan perbuatan menikam saksi Arif Wirawan berulang 
kali dan sesuai Visum et Repertum Nomor: 
056/GD/RSSM/VII?2014 tanggal 25 juli 2014, yang di 
buat oleh dr. Inne Nova dokter pemeriksaa pada Rumah 
sakit Umum Salewangan Maros pada tubuh saksi Arif di 
temukan 14 (empat belas) luka tusuk dan gores di 
punggung, leher, kepala bagian belakang, bahu kiri, 
kanan dan di lengan yang mengakibatkan saksi Arif 
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Wirawan tidak berdaya dan anak Tulus Bin Rahim dapat 
mengambil 2 (dua) buah Buku Pemilik Kendaraan 
Bermotor (BPKB), satu buah buku tabungan Bank 
Mandiri Syariah, satu buah sweater warna merah, uang 
sebesar Rp. 155.000,00 (Seratus lima puluh lima ribu 
rupiah), sepasang sepatu warna coklat, satu buah 
handphone Samsung lipat, satu buah Hndphone 
Samsung S4, dan satu unit sepeda motor Kawasaki 
Ninja.  
Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis 
berkeyakinan Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dnegan 
maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau 
jika tertangkap tangan (terpergok) barang yang dicuri itu tetap 
ada ditangannya secara sah dan menyakinkan telah terpenuhi. 
Jika perbuatan itu menjadikan ada orang yang mendapat luka 
berat 
Berdasarkan fakta persidangan didukung oleh keterangan saksi 
dan pengakuan terdakwa bahwa terdapat 14 (empat belas ) luka 
pada  tubuh Arif Wirawan akibat perbuatan Tulus Bin Rahim 
menikam Saksi Arif Wirawan di bagian vital leher, dan punggung, 
bagian belakang kepala dan mengakibatkan pendarahan yang bisa 
membahayakan jiwa saksi Arif Wirawan, tersebut mengakibatkan 
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saksi Arif Wirawan dirawat selama 5 (lima) hari, dan sampai 
sekarang masih ada yang sakit yaitu lengan kiri sakit ketika diangkat. 
Berdasarkan pertimbangan tersebut unsur menjadikan orang 
tersebut luka berat secara sah dan menyakinkan telah terpenuhi. 
Pencurian yang dilakukan jika dia keluarga sedarah atau 
semenda baik garis lurus maupun menyamping derajat kedua) 
maka terhadap ornag itu hanya dilakukan penuntutan apabila 
ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu; 
Berdasarkan fakta persidangan didukung oleh keterangan saksi 
dan pengakuan terdakwa bahwa Tulus Bin Rahim adalah anak dari 
Hamka Rahim dan Idawati, dimana Idawati adalah kakak kandung 
dari saksi korban Arif Wirawan. Dan berdasarkan hal tersebut 
perbuatan Tulus Bin Rahim terhadap saksi Korban Arif Wirawan telah 
adanya pengaduan sehingga dapat dilakukan penuntutan. 
 
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
  Tuntutan penuntut umum adalah permohonan penuntut 
umum kepada majelis hakin untuk memutuskan suatu perkara yang 
diajukannya sesuai apa yang tertera dalam isi tuntutannya. Adapun 
tuntutan penuntut umum dalam perkara Nomor 
01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mrs. adalah sebagai berikut: 
1. Menyatakan terdakwa TULUS BIN RAHIM terbukti secara sah 
dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian 
Dengan Kekerasan” sebagaimana dalam dakwaan yang diatur 
dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1, ke-4 KUHP Jo Pasal 367 Ayat (2) 
KUHP. 
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2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TULUS BIN RAHIM 
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi 
selama terdakwa dalam masa penahanan dan terdakwa tetap 
ditahan. 
3. Menetapkan barang bukti berupa:  
- 1 (satu) buah sepeda motor merek Kawasaki Ninja DD 5023 
DV warna hijau daun; 
- 1 (satu) buah BPKP jenis motor merek Kawasaki Ninja DD 
5023 DV; 
- 1 (satu) buah BPKP jenis sepeda motor merek Honda DD 
2317 AU; 
- 1 (satu) buah buku tabungan mandiri syariah no.rekening 
7047301909; 
- 1 (satu) unit HAndphone warna hitam merek Samsung type 
Samsung Galaxy 4; 
- 1 (satu) unit Handphone lipat warna hitam merek Samsung; 
- Uang tunai sebesar Rp. 155.000; 
- 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merek MEDLEY; 
- 1 (satu) lembar pakaian jenis sweater warna merah; 
- 2 (dua) buah pisau; 
- 1 (satu) buah garpu; 
Dikembalikan kepada saksi Arif Wirawan 
- 1 (satu) unit sepeda motor Zusuki Spinwarna merah DD 
6452 DB; 
Dikembalikan kepada TULUS BIN RAHIM 
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar 
Rp.2000 (dua ribu rupiah) 
 
5. Analisis Penulis 
Berdasarkan pasal-pasal yang di persangkakan oleh para 
penyidik yang telah dituangkan dalam Surat Dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum nomor: PDM-55MRS/Epp.2/08/2014 dan diterapkan 
dalam putusan nomor: 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mrs yakni dakwaan 
primer telah terbukti dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pidana 
dalam KUHPidana, yakni Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-4 KUHPidana 
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jo Pasal 367 ayat (2) KUHPidana yaitu tindak pidana pencurian 
dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak. 
Tuntutan jaksa tidak mengikat hakim dalam memberikan 
putusan. Tuntutan jaksa adalah sebagai pertimbangan hakim dalam 
memutus dikarenakan hakim berpijak pada asas kekuasaan 
kehakiman, Dalam proses peradilan hakim hanya tunduk kepada 
hukum dan tidak tunduk kepada perintah atau instruksi dari organ 
yudisial atau administratif yang lebih tinggi. Sehingga tuntuntan jaksa 
hanya dipakai sebagai pertimbangan hakim. Dan hakim tidak dapat 
menjatuhkan putusan diatas maksimal tuntuntan jaksa, begitu juga 
sebaliknya hakim tidak dapat menjatuhkan putusan dibawah 
tuntuntan minimal yang dijatuhkan, didalam tuntuntan jaksa yang 
penulis teliti jaksa menuntut sesuai dengan hasil pemeriksaan 
penyidikan dan pasal yang dipersangkakan. 
Rumusan surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan hasil 
pemeriksaan penyidikan untuk kemudian diajukan dalam 
persidangan. 
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan pasal-
pasal yang dipersangkakan kepada Terdakwa dan fakta-fakta yang 
terungkap dipersidangan. Hal ini dikarenakan Terdakwa benar telah 
terbukti dimuka persidangan dengan berdasarkan keterangan saksi-
saksi dan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-
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unsur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-4 KUHPidana jo Pasal 367 
ayat (2) KUHPidana. 
  
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana 
Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Putusan 
Nomor : 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mrs. 
 Putusan hakim atau putusan-putusan pengadilan merupakan 
aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. 
Melalui putusannya seorang hakim dapat memidanakan, mengalihkan 
hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga Negara, 
menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah 
terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilang hak 
hidup seseorang. Semuanya harus dilakukan dalam rangka 
penegakan hukum dan keadilan. 
 Pertimbangan hakim dengan diancamkan terhadap tindak 
pidana yang dalam pemberian pidana, berkaitan erat dengan masalah 
menjatuhkan sanksi pidana yang diancam terhadap tindak pidana 
yang dilakukan. Secara singkat dapat disebut dengan pemidanaan. 
1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana 
  Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan 
oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana dalam 
surat dakwaan Nomor.Reg.Perkara.: 55/MRS/Epp//08/2014 tanggal 20 
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agustus 2014 yaitu pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-4 KUHPidana jo Pasal 
367 ayat (2) KUHPidana; 
Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh 
Jaksa Penuntut Umum, atas pernyataan hakim terdakwa menyatakan 
mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut. 
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya 
selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang 
didengar keterangannya dalam persidangan dengan dibawah sumpah 
yang masing-masing 1. Arif Wirawan, 2. Syukur, 3. Takdir, 4. Nurmalia 
sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara; 
Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan 
keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya dan 
keterangan telah termuat dalam berita acara persidangan dimana 
keterangan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa; 
Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan 
terdakwa saling menunjukkan kesesuaian sehingga melahirkan 
kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah atas “Pencurian dengan kekerasan.” 
Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka ia terdakwa 
Tulus Bin Rahim, terbukti bersalah melakukan tindak pidana akan 
dijatuhi pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatannya 
dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan 
sebagai berikut: 
72 
 
Hal-hal yang memeberatkan: 
- Perbuatan anak menimbulkan trauma bagi korban. 
Hal-hal yang meringankan: 
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 
mengulangi lagi. 
- Perbuatan anak telah dimaafkan oleh saksi korban. 
- Anak masih dapat dididik dan dibina dengan pengawasan 
Pembimbingan Kemasyarakatan demi masa depan anak. 
Menimbang, bahwa oleh karena anak dinyatakan bersalah dan 
dijatuhi tindakan dan tidak pernah ada permohonan pembebasan 
dari biaya perkara maka anak patut dibebani untuk membayar biaya 
perkara. 
Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1e, 4e KUHP Jo Pasal 
367 ayat (2) KUHPidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Perundang-
undangan lain yang bersangkutan. 
2. Amar Putusan 
Suatu proses peradilan dapat dikatakan berakhir apabila ada 
putusan akhir, dalam putusan akhir tersebut hakim menyatakan 
pendapatnya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan dan 
hal-hal yang menajadi amar putusan. 
Pada hakikatnya hakim diberikan kebebasan dan 
kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu 
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perkara yang diajukan kepadanya.namun kebebasan tersebut 
harus didasari oleh undang-undang, norma-norma hokum yang 
hidup dalam masyarakat yurisprudensi, serta peraturan-peraturan 
hukum lainnya. Hakim harus melihat dasar-dasar tuntutan hukum 
yang diajukan kepada terdakwa. Hakim tidak boleh memutus suatu 
perkara di luar tuntutan yang tercantum dalam surat dakwaan, 
yang pada intinya kebebasan hakim dalam menjalankan 
kewenangannya dibatasi oleh undang- undang. 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan 
dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang diperkuat 
dengan alat bukti dan pertimbangan-pertimbangan lainnya maka 
hakim mengadili: 
a. Menyatakan anak TULUS BIN RAHIM terbukti secara sah 
dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN”; 
b. Menjatuhkan tindakan kepada anak TULUS BIN RAHIM 
untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di Panti Sosial 
Marzuki Putra (PSMP) Toddopuli Makassar selama 1 
(satu) tahun; 
c. Memerintahkan anak dikeluarkan dari tahanan 
d. Menetapkan barang bukti berupa: 
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja DD 
5023 DV warna hijau daun; 
- 1 (satu) kunci motor Kawasaki; 
- 1 (satu) buah BPKP jenis sepeda motor merek 
Kawasaki Ninja DD 5023 DV; 
- 1 (satu) buah BPKP jenis sepeda motor merek Honda 
DD 2317 AU; 
- 1 (satu) buah buku tabungan mandiri syariah No. 
rekening 7047301909; 
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Samsung 
type Samsung Galaxy 4; 
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- 1 (satu) unit Handphone lipat warna hitam merek 
Samsung; 
- Uang tunai sebesar Rp.155.000; 
- 1 (satu) sepatu warna coklat merek MEDLEY; 
- 1 (satu) lembar pakean jenis sweater warna merah; 
Dikembalikan kepada saksi Arif Wirawan; 
- 2 (dua) buah pisau; 
- 1 (satu) buah garpu; 
Dirampas untuk dimusnahkan; 
- 1 (satu) unit sepeda motor Zusuki Spin warna merah 
DD 6452 DB; 
Dikembalikan kepada Tulus Bin Rahim; 
e. Membebankan biaya perkara kepada anak sebesar Rp. 2000; 
(Dua ribu rupiah); 
 
 
 
 
3. Analisis penulis  
Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan 
diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum, 
tuntutan Penuntut Umum, dan pertimbangan hakim pengadilan 
dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat 
dipidananya terdakwa. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam 
persidangan dimana alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum 
termasuk didalamnya keterangan saksi-saksi dan keterangan 
terdakwa yang saling berhubungan antara satu dengan yang 
lainnya. Keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur 
perbuatan yang telah dilakukannya dan menyesalinya. Oleh 
karena itu, Hakim Pengadilan Negeri Maros menyatakan dalam 
amar putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan 
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meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-4 KUHPidana jo Pasal 367 
ayat (2) KUHPidana 
Dalam melakukan penelitian terhadap kasus tersebut penulis 
melakukan wawancara dengan salah satu hakim yang memeriksa 
dan mengadili kasus tersebut dan hasil wawancara penulis dengan 
Bapak Baryanto, S.H., LLM. yang memeriksa dan mengadili 
perkara tersebut, beliau mengatakan bahwa: 
Hakim dalam memeriksa perkara pidana berusaha mencari 
dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta 
hukum yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang pada 
apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. 
Apabila dalam surat dakwaan Penuntut Umum terdapat kekeliruan 
maka hakim sulit untuk mempertimbangakan dan menjatuhkan 
putusan.  
Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan saran dari 
pembimbing kemasyarakatan atau hasil penelitian yang 
dilakukannya. Sebab, data tersebut merupakan data yang 
diperoleh dari hasil pendekatan secara baik kepada pidah klien, 
keluarga, maupun masyarakat. Data yang diperoleh bukan dari 
hasil paksaan melainkan dari hasil pendekataan yang bersifat 
kekeluargaan merupakan data yang lebih benar sebab diperoleh 
tanpa pemaksaan. 
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Berdasarkan hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan 
di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Kota Makassar, 
disarankan hakim hanya  menjatuhkan tindakan dikarenakan Anak 
masih memerlukan pendidikan dan keterampilan untuk 
mempersiapkan masa depannya serta untuk meningkatkan 
keimanan anak agar dapat bersikap lebih berhati-hati dan dapat 
menangkal pengaruh buruk dari pergaulan maka kepada anak 
haruslah diberikan pendidikan, keterampilan, pembinaan moral dan 
keagamaan serta kasih sayang keluarga. 
Dari hasil wawancara penulis tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa tujuan hakim menjatuhkan tindakan kepada terdakwa 
adalah agar terdakwa bisa menjadi lebih baik dan tidak melakukan 
tindak pidana lagi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wirdjono 
Prodjodikoro mengenai tujuan pemidanaan (Djoko Prakoso, 
1984:67) yaitu:  
 
Tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa 
keadilan, untuk mendidik, memeperbaiki orang-orang yang sudah 
melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya 
sehingga bermanfaat bagi masyarakat. 
 
Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa 
keputusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap 
terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 11 
tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam 
menjatuhkan putusan, hakim menjatuhkan tindakan kepada anak 
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untuk mengikuti pendidikan dan Pelatihan dipanti sosial Marzuki 
Putra Toddopuli Makassar selama 1 (satu) Tahun.  
 karena tujuan dari hukuman itu sendiri untuk mendidik dan 
memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan, agar 
menjadi orang yang lebih baik, sehingga sanksi tindakan sangat 
tepat untuk dijatukan kepada anak.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis 
menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut: 
1. Hakim anak dalam memutuskan perkara Nomor 
01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mrs telah tepat dan sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan hukum pidana materiil dan formil sehingga 
putusan tersebut sah secara hukum. Sehubungan dengan telah 
terpenuhi semua unsur secara sah dan menyakinkan menurut 
hukum, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana 
pencurian dengan kekerasan telah terpenuhi. 
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap 
anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan 
dalam putusan nomor: 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mrs yakni 
dengan melihat terpenuhi semua unsur-unsur pasal dalam 
Dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu 
dakwaan primair  Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-4 KUHPidana jo 
Pasal 367 ayat (2) KUHPidana dimana berdasarkan 2 (dua) alat 
bukti ditambah keyakinan hakim. Selain itu juga hakim dalam 
menjatuhkan sanksi pidana harus mempertimbangkan hal-hal yang 
meringankan dan memberatkan bagi terdakwa.  Dan juga 
memperhatikan saran dari pembimbing kemasyarakatan 
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berdasarkan hasil penelitian di Balai Pemasyarakatan (BAPAS). 
Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap 
terdakwa dalam kasus tersebut telah sejalan dengan hukum 
pidana.  
B. Saran 
Melalui skripsi penulis menyampaikan beberapa saran yang 
terkait dengan penelitian antara lain:  
1. Diharapkan kepada orang tua agar lebih meluangkan waktunya 
untuk memeperhatikan pergaulan anak baik di lingkungan tempat 
tinggal maupun di lingkungan anak bergaul. 
2. Sebaiknya kepada aparat penegak hukum dan masyarakat untuk 
memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara aktif dan 
menyeluruh khususnya kepada anak dibawah umur mengenai 
dampak dalam melakukan tindak pidana yang akibatnya 
merugikan anak itu sendiri.   
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